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ABSTRAKSI 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa pelayanan 

penerbitan SIM C di kantor Satlantas Polres Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif, dengan instrumen penelitian pemohon SIM petugas administrasi, 

petugas ujian teori dan ujian praktek. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Tahap-tahap dalam penelitian ini meliputi tahap 

persiapan, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Peningkatan pelayanan penerbitan SIM C 

di Satlantas Polres Kendal yakni masyarakat pemohon SIM C menuntut untuk 

mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Dengan demikian secara 

moral instansi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang 

baik. Faktor instansi bahwa Satlantas Polres Kendal dalam memberikan pelayanan yang 

maksimal dan bersahabat tidak berbelit-belit. Faktor Pendukung peningkatan pelayanan 

penerbitan SIM C di Satlantas Polres Kendal , adalah pemahaman pegawai terhadap 

computer dan dukungan dari masyarakat terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pengurusan SIM yang mengikuti prosedur. Adapun faktor pendukung lainnya adalah 

faktor komputerisasi yang cukup memadai, hal ini dibuktikan dengan sistem berbasis 

komputer yang terdapat pada bagian produksi, sehingga hal ini dapat membantu 

mempersingkat waktu dalam proses pembuatan SIM C. Faktor penghambat peningkatan 

pelayanan penerbitan SIM C di Satlantas Polres Kendal  sarana fasilitas tempat duduk 

bagi pemohon SIM dan keterlambatan stock material SIM. Berdasarkan hasil penelitian, 

beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan sehubungan dengan Peningkatan Pelayanan 

Penerbitan  SIM C yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan 

proses layanan adalah (1) Perlunya pihak kantor Satlantas Polres Kendal untuk tetap 

menjaga upaya peningkatan pelayanan sebagaimana yang sudah berjalan dengan 

memberikan pelatihan bagi calon-calon tenaga operator computer di tempat penerbitan 

SIM. (2). Perlu memberikan perhatian pada pemohon terkait dengan penyediaan 

tambahan tempat duduk atau bangku agar pemohon merasa nyaman dan terayomi. 

Kata kunci : Pelayanan Publik, Penerbitan SIM. 
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ABSTRACT 

 

Based on observations and interviews, it is known that C driver's license issuance 

services in Kendal Police Satlantas office. This research is a descriptive qualitative 

research instruments applicant SIM administrators, officials theory test and practical test. 

Collecting data using observation, interviews, and in-depth documentation. The stages in 

this study includes the preparation, field work, and reporting. Increased C SIM publishing 

services in the community Satlantas Police kendal C driver's license applicant demand for 

services is easy and straightforward. Thus moral agency has a responsibility to conduct 

good public service. Factors that Satlantas police agencies Kendal in providing maximum 

service and friendly uncomplicated. Supporting Factors publishing service improvement 

SIM C Satlantas Kendal Police, was qualified workers as evidenced by the length of their 

working lives, and often they attend seminars and education about public services. The 

other contributing factor is the factor of adequate computerization, it is proved by 

computer-based systems that are in production, so it can help shorten the manufacturing 

process SIM C. While external factors which appeals or regulation, thus making agencies 

have plenty to reform-reform. Limiting Factors publishing service improvement SIM C at 

Kendal Police Satlantas means less waiting room to meet the applicant's driver's license in 

queues and delays SIM stock material. Based on the findings, some suggestions could tell 

investigators in connection with the Service Improvement publication SIM C that would be 

taken into consideration for the improvement of service processes are (1) The need for 

service improvement efforts already underway in accordance with procedures. (2) Conduct 

continuous improvement to conform to societal expectations. (3) The need to augment 

infrastructure facilities in the lounge chair. 

 

 

Keywords: Service Improvement, Publishing SIM. 
 

PENDAHULUAN 

 Dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh 

tantangan aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan 

kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggara 

pemerintah. Birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi 

untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut masyarakat dan setiap 

warga negara. Pelayanan publik dewasa ini menjadi isu yang semakin strategis karena 

kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan 

ekonomi dan politik. Pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut 
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tanggungjawab moral yang tinggi, namun pada kenyataannya tanggungjawab moral dan 

tanggungjawab profesional menjadi salah satu titik lemah dalam birokrasi pelayanan 

publik di Indonesia. Pelayanan publik dapat menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, 

transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok dan 

masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi 

birokrasi melalui pelayanan publik itu absah adanya. Tuntutan terhadap para birokrat 

seringkali muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian para aparatur birokrasi 

pemerintah dalam proses pelayanan publik. Siapapun bentuknya institusi pelayanan, maka 

yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan, kepentingannya. Untuk memperoleh 

pelayanan yang sederhana, pengguna jasa seringkali dihadapkan pada kesulitan-kesulitan 

teknis yang terkadang terlalu berbelit-belit. Manajemen kearsipan tampaknya masih 

menjadi kendala bagi sebagian besar kantor yang melayani jasa publik sehingga pelayanan 

kepada masyarakat tidak dapat terlaksana secara cepat. Rutinisasi tugas-tugas pelayanan 

dan penekanan yang berlebihan kepada pertanggungjawaban formal mengakibatkan 

adanya prosedur yang kaku dan lamban. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk 

meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja karena alasan egois yang 

sederhana yaitu mereka menolak adanya perubahan. Kelambanan pelayanan publik tidak 

hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Menurut Ismail (2010:19), masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan masih 

buruknya tata kerja dalam birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dilihat dari sisi 

pola penyelenggaraannya seperti : 

1. Kurang responsif, kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan 

mulai pada tingkatan pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. 

Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali 

diabaikan. 

2. Kurang informatif, berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada 

mayarakat lambat atau bahkan tidak disampaikan kepada masyarakat. 
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3. Kurang aksesibel, berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan 

masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan 

tersebut. 

4. Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat 

kurang berkoordinasi, akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan 

kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instant pelayanan lain yang terkait. 

5. Birokratis, pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan 

melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian 

pelayanan terlalu lama. 

6. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarkat, pada umunya aparat 

pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari 

masyarakat pengguna layanan, akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya 

tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. 

7. Inefisien, berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak relevan dengan 

pelayanan yang diberikan. 

Menurut Dwiyanto, (2008:22) ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik 

menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia yaitu : 

1. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh 

pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. 

2. Berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah 

dalam ranah pelayanan publik (aspek kelembagaan yang selama ini sering dijadikan 

rujukan daalm menilai praktik governance dapat dengan mudah dinilai dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. 

Reformasi dan otonomi daerah membawa perubahan yang besar terhadap seluruh 

aspek kehidupan masyarakat dan juga perubahan terhadap jalannya pemerintahan. Salah 

satu komponen dalam otonomi daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

untuk mendukung dalam pelayanan publik dipertegas dengan Kep MenPan No.63 / Kep / 

M.Pan / 7 / 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik KEP MENPAN 
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tersebut juga terdapat standar dalam pelayanan publik yaitu : prosedur pelayanan, waktu, 

biaya, produk, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan. Menurut 

Moenir (2001:41) sebagai pihak yang ingin mendapatkan pelayanan publik maka 

perwujudan pelayanan yang didambakan oleh masyarakat luas dari aparatur pemerintahan 

yaitu : 

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat 

dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala dibuat-buat. 

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran yang nadanya mengarah 

pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas ataupun untuk 

kesejahteraan. 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang 

sama dan tidak pandang bulu. 

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang. 

Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki kembali 

citra pemerintah dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang 

semakin baik kepuasaan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga 

pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat dimata publik. Dari pengertian 

diatas diketahui bahwa birokrasi sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik 

mencakup berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah. Begitu pula dengan 

pengelolaan pembangunan di bidang hukum dan penyelenggaraan pemerintah semua 

tergantung pada kesempurnaan aparatnya dalam menentukan sikap serta tindakan 

hubungan kerja yang baik dan lancar. Masih terdapat masalah dalam kaitan mutu 

pelayanan yang diberikan, seperti : prosedur dan mekanisme yang masih berbelit-belit, 

masih dijumpai praktek percaloan yang belum bisa dihilangkan, ruang tunggu ujian 

praktek yang tidak tertata rapi, ruang kesehatan yang kurang luas. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan penelitian di Satuan Lalu Lintas Kantor Polres Kendal, karena kantor 

tersebut merupakan sebuah kesatuan dalam tubuh Polri sebagai unsur pelaksana tugas 

pokok yang berada dibawah Polres.  Sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, 

fungsi kepolisian mempunyai tataran luas, bukan hanya sekedar aspek represif dalam 
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kaitannya dengann proses pidana saja, tetapi mencakup aspek preventif berupa aspek 

tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan 

pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan 

kompetensi pengadilan. Kantor Polres Kendal merupakan birokrasi pemerintah non 

departemen yang salah satu fungsinya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat serta  

memberikan suatu pelayanan umum kepada masyarakat, namun hak masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan dari pihak pegawai terasa belum dapat memenuhi harapan yang 

sesuai diinginkan. Ciri-ciri pelayanan publik disamping keterikatan pada pelayanan hukum 

juga keharusan untuk melakukan secara efektif dan efisien, selaras dengan cita-cita rakyat 

dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. (Islamy, 1999) dalam Ismail (2010:1), setiap aparatur 

pelayanan harus memahami beberapa prinsip pokok dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, yaitu : 

1. Prinsip aksesesabilitas, yakni setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau oleh  

setiap pengguna layanan ( tempat, jarak dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin 

dekat dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan ). 

2. Prinsip kontinuitas, setiap jenis pelayanan harus secara terus-menerus tersedia bagi 

masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses 

pelayanan tersebut. 

3. Prinsip teknikalitas, bahwa setiap jenis pelayanan, proses pelayanannya harus 

ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut 

berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrument 

pelayanan. 

4. Prinsip profitabilitas, dimana proses pelayanan pada akhirnya harus dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan 

social, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas. 

5. Prinsip akuntabilitas, dimana proses, produk, dan mutu pelayanan yang telah 

diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparatur 

pemerintah pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada masyarakat. 
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Selaku pengayom, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu 

dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk 

kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat  

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu tugas kesatuan ini adalah 

penyelenggaraan dalam bidang penerbitan Surat Ijin Mengemudi. Penerbitan Surat Ijin 

Mengemudi meliputi permohonan baru, perpanjangan, serta peningkatan golongan. 

Apabila kondisi tersebut diatas  tidak di respon oleh penyelenggara pelayanan publik, 

maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penyelenggara publik, 

mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu 

terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. ( Men PAN, 2004:5 ). Pelayanan pubik 

masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit 

ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya 

pungutan liar, merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.  

Prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur 

Negara Nomor 63 / KEP /M.PAN / 7 / 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik adalah : 

1. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan 

mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan; a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; b) Unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 

publik; 

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

4. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

5. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

6. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memeberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 
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7. Tanggungjawab; Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

8. Kelengkapan sarana dan prasarana, peralatan keja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika. 

9. Kemudahan akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, 

mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi 

dan informasi. 

10. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; Pemberi pelayanan harus bersiap  disiplin, 

sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

11. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapi, lingkunan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet tempat ibadah dan lainnya. 

Keberhasilan suatu organisasi pemerintah dapat mencapai tujuan, salah satu usaha 

yang dilakukan yakni dengan cara bekerja secara optimal sehingga pelayanan publik dapat 

terus ditingkatkan, karena pelayanan publik merupakan suatu usaha menyelenggarakan 

atau memberi pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi 

publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur 

pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan penerapan dari fungsi aparatur 

negara sebagai pelayan masyarakat. Kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan 

umum sangat strategis karena sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Konsepsi pelayanan publik, 

berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah 

menjalankan fungsi pelayanan, dalam bentuk konteks pendekatan ekonomi, menyediakan 

kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Menurut Hardiyansyah (2011:19) secara 

teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu ;  
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1. Fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat (memberikan pelayanan langsung dengan 

masyarakat). 

2. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit  organisasi pemerintahan yang 

menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. 

3. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi 

pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), 

termasuk di dalamnya menciptkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. 

Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : 

2. Pelayanan administratif meliputi ; pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk 

dokumen yang dibutuhkan oleh publik atau tindakan administratif pemerintah yang 

diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta 

benda warga negara atau tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang 

diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta 

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Misalnya pembuatan 

KTP, Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, BPKB, STNK, IMB, SIM, 

Paspor dan sebagainya. 

3. Pelayanan barang publik meliputi ; pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari APBD atau pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh 

BUMD, Badan Usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.Misalnya Jaringan telpon, 

penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih. 

4. Pelayanan jasa meliputi ; penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD atau penyediaan jasa publik 

oleh lembaga swasta tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya Pendidikan tinggi dan menengah, 
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pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, 

pelayanan sosial. 

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu 

Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah : 

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah 

di bidang pelayanan umum. 

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem tata laksana pelayanan, sehingga 

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar 

sebagai berikut : 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui 

secara pasti oleh masing-masing pihak. 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpegang teguh pada efisien dan 

efektif. 

3. Kualitas, proses, hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi 

keamanan, kenyamanan, kepastian hokum dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi terpaksa mahal, maka 

lingkungan instansi yang bersangkutan berkewajiban member peluang kepada 

masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 

 Groetsh dan Davis (Tjiptono,1995:51) mengemukakan kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Sampara (1999:14) mengemukakan bahwa kualitas 

pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Menurut 
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Trilestari (2004:5) pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten 

antara yang satu dengan yang lain, yaitu persepsi pelanggan, produk dan proses. Untuk 

produk jasa pelayanan, ketiga orientasi tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan 

organisasi ditinjau dari kepuasan pelanggan. Norman (dalam Trilestari 2004:1-2), 

mengatakan bahwa apabila kita ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, harus 

memahami karakteristik pelayanan sebagai berikut : 

1. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan 

barang jadi. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh 

yang sifatnya adalah tindak sosial. 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena 

pada umumnya kejadian bersamaan dan tejadi di tempat yang sama. 

 Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas 

terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak 

berkualitas atau tidak efisien. Kualitas pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah persepsi masyarakat akan kenyataan dari 

realitas yang ada yang dibandingkan dengan harapan yang ada. Selanjutnya Fitzsimmons 

(dalam Hardiyansyah 2011:36)  menyatakan bahwa, agar persepsi masyarakat terhadap 

layanan yang diberikan pemerintah semakin tetap terjaga kebermutuannya perlu dilakukan 

pengukuran kepuasaan pelanggan dengan cara : 

1. Mengetahui sejauhmana pelanggan yang lari atau pindah kepada penyedia layanan 

lainnya, bagi suatu perusahaan hal tersebut sebenarnya merupakan kerugian bagi 

perusahaan. Dalam konteks pelayanan publik dimana pelayanan publik dilakukan 

secara monoplistik dimana konsumen tidak bisa memilih, maka kerugiannya bukan 

berpindahnya pelanggan tetapi ketidakpedulian masyarakat akan layanan atau 

pembangunan yang dilakukan. 

2. Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu kesenjangan antara harapan dan pegalaman 

dengan cara melihat kesenjangan antara pelayanan yang diberikan atau diharapkan 
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pelanggan (expected service) dengan pelayanan yang dirasakan oleh penerima 

layanan (perceived service). 

 Dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian deskriptif  dengan penjelasan 

secara  kualitataif. Deskriptif karena peneliti hanya semata-mata ingin melukiskan keadaan 

obyek atau peristiwa tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. 

Jenis penelitian kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

naturalistic. Menurut Afiifudin (2009:57) yaitu bahwa : 

“ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) Obyek yang 

alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga 

kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah 

keluar dari obyek relatif tidak berubah.“ 

 

 Melalui pendekatan  naturalistik, peneliti dapat mengetahui tanggapan dan persepsi 

dari berbagai kalangan, seperti terhadap para pemohon SIM, aparatur yang berada pada 

birokrat garis depan yang terlibat dalam pelayanan penerbiran SIM di kantor Satlantas 

Polres Kendal. Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat melihat keadaan yang 

sebenarnya dari obyek yang akan diteliti yaitu Kantor Satlantas Polres Kendal  yang 

memberikan pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi. 

HASIL PENELITIAN 

 Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh 

Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan 

rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. 

Fungsi Surat Ijin Mengemudi sebagai bukti kompetensi mengemudi, sebagai registrasi 

pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pegemudi, 

sebagai sarana mendukung kegiatan penyelidikan dan identifikasi forensik kepolisian. 

Pasal 77 (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Penerbitan SIM dijelaskan “ Setiap orang 

mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai 
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dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Surat Izin Mengemudi di Indonesia 

terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009). Adapun ketentuan pidana 

bagi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat 

menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang dikemudikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 

puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009). Setiap orang yang 

mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 

281 UU No.22 Tahun 2009). Pasal 314 UU No. 22 Tahun 2009 tentang pencabutan SIM “ 

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi 

tambahan berupa pencabutan Surat Ijin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan 

oleh tindak pidana lalu lintas “. 

 Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian melalui 

observasi, dokumen dan wawancara dengan informan yang telah dipilih tentang Analisis 

Pelayanan Peningkatan Kualitas Penerbitan Surat Ijin Mengemudi  ( Studi Kasus Di 

Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kendal ) dan didasarkan pada prinsip pelayanan umum 

yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor. 63/ 

Kep / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu 

kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, 

kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan, bahwa 

pelayanan penerbitan SIM di kantor Satlantas Polres Kendal sudah berjalan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku,hanya sarana dan prasarana tempat duduk yang masih perlu 

ditambah, hal ini dapat dilihat selama peneliti melaksanakan penelitian dan wawancara 

langsung ke informan. Sebagaimana dikemukakan oleh Inne Ariyanti, SE, PNS, 

Kabupaten Kendal ( Wawancara, 30 Juni 2012 ) sebagai berikut : 

“ Saya mengajukan permohonan perpanjangan SIM C, prosedur perpanjangan SIM 

C tadi melampirkan KTP asli dan foto copy, SIM asli yang sudah habis masa 

berlakunya, disuruh mengisi formulir permohonan, pengambilan nomor antrian, 
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cek kesehatan, sidik jari dan foto. Mengenai petunjuk permohonan SIM yang 

diberikan petugas cukup jelas, biaya perpanjangan yang saya keluarkan tadi kurang 

lebih 75.000, peralatan yang digunakanpun sekarang sudah baik menggunakan 

antrian elektrik tidak manual lagi seperti dulu petugas pun melayani cukup ramah, 

fasilitas ruang tunggu AC hanya saja tempat duduk di ruang tunggu rasa masih 

kurang karena belum sepenuhnya pemohon SIM bisa duduk menunggu pelayanan 

permohonan SIM di Satlantas Polres Kendal, kalau bisa segera ditambah tempat 

duduk. “ 

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan pelayanan yang diberikan penerbitan 

SIM sudah baik, tetapi masih terdapat kekurangan fasilitas tempat duduk di ruang tunggu. 

Sedangkan menurut Moh. Supriyadi, Supir, Patukangan Kendal ( Wawancara, 30 Juni 

2012) sebagai berikut : 

“ Saya mengajukan permohonan SIM C baru, td disuruh melengkapi syarat-

syaratnya KTP yang berlaku dan foto copy rangkap 2, Surat keterangan sehat  , 

setelah itu saya mengisi formulir dan disuruh mengikuti ujian teori dan ujian 

praktek. Tadi ujian teori dan ujian praktek kurang lebih 30 menit, membayar biaya 

permohonan SIM kurang lebih 100.000 lengkap dengan asuransi, peralatan yang 

digunakan dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik tidak manual lagi, 

petugasnya pun cukup ramah. “ 

 Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan SIM di 

Satlantas Polres Kendal yang diterima cukup memuaskan dan sesuai yang diharapkan. 

pendapat dari Suroso, Swasta, Gemuh ( Wawancara, 03 Juli 2012) sebagai berikut : 

“ Di Polres ini saya mengajukan perpanjangan SIM A dan SIM C, pertama tadi 

langsung ke loket 1 tapi kemudian disarankan ke kesehatan dulu, setelah itu saya 

melengkapi foto copy KTP dan SIM A serta C masing- masing rangkap 2 dan 

mengisi formulir pendaftaran, kemudian membayar PNBP ke Bank untuk SIM A 

80.000 dan SIM C 75.000 tidak ikut asuransi. Untuk perpanjangan saya tidak 

mengikuti ujian teori maupun praktek, waktu pelayanan yang saya terima kurang 

lebih 30 menit, petugas pelayanan pun cukup ramah. Pelayanan SIM sekarang jauh 

lebih baik, fasilitasnya pun lumayan, disediakan minum gratis sambil menunggu 

panggilan antrian nomor, hanya saja tempat duduknya perlu ditambah, karena saya 

rasa masih kurang menampung pemohon SIM. “ 

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pelayanan SIM di Satlantas Polres 

Kendal cukup sesuai bagi penerima pelayanan, perlunya ditambah fasilitas tempat duduk, 
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agar dapat menampung jumlah pemohon SIM. Sedangkan menurut Heri Rustianto, Swasta, 

Karangsari Kendal mengungkapkan : 

“ Saya tadi mengajukan perpanjangan SIM B dan sekarang lagi menunggu antrian 

foto,tadi saya melampirkan foto copy KTP rangkap 3 dan SIM asli yang telah habis 

masa berlakunya, mengisi formulir saya serahkan ke loket 1  kemudian mengikuti 

ujian teori dan praktek (simulator), biaya yang saya keluarkan untuk perpanjangan 

SIM B meliputi PNBP 80.000 dan pshykologi 40.000, duarsi pelayanannya tadi 

kurang lebih 1 jam, sekarang peralatan yang digunakan untuk pelayanan jauh lebih 

canggih daripada yang dulu manual, dalam memberikan pelayanan petugas cukup 

ramah, fasilitas ruang tunggu pun sekarang juga AC, tetapi untuk tempat duduk saya 

rasa masih perlu di tambah. “  

Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan penerbitan  

SIM di Satlantas Polres Kendal sudah sesuai yang diharapkan pemohon, baik dari 

lihat dari prosedur pelayanan, durasi waktu, peralatan yang digunakan fasilitas 

kenyamanan ruang tunggu. Prosedur dan mekanisme penerbitan SIM di kantor Satlantas 

Polres Kendal dapat dilihat gambar dibawah ini : 

Prosedur Penerbitan SIM  Satlantas Polres Kendal 

UJIAN 

SIMULATOR
PSL: 81 ayat (5)

huruf c

SKUKP

PERSYARATAN 

MENDAPATKAN SIM

PSL: 81 ayat (1)

UULAJ NO. 20 

TH. 2009

UJIAN SIM  YG LAK 

SIMULATOR

STL LULUS UJI 

SIM GOL B I

SIM GOL B II

SIM A, BI, BII 

UMUM

MATERI UJIAN 

SIMULATOR

UJI REAKSI

UJI PERTIMBANGAN 

PERKIRAAN

UJI ANTISIPASISIM 

UMUM

UJII SIKAP 

MENGEMUDI

SYARAT

ADMINISTRATIF

 KTP

 FORMULIR

 RUMUSAN  SIDIK JARI

SYARAT KESEHATAN
 JASMANI/ DOKTER

 ROHANI/ PSIKOTES

SYARAT LULUS UJIAN

 TEORI

 PRAKTIK

 SIMULATOR

SYARAT USIA
 SIM A, C & D = 17 TH

 SIM BI = 20 TH

 BII = 21 TH

 

Sumber Data : Satlantas Polres Kendal Tahun 2012 
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Berdasarkan gambar prosedur penerbitan SIM sesuai dengan Pasal 81 ayat (2), (3), 

(4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009  tentang Persyaratan Permohonan SIM Perseorangan 

yaitu : 

1. Usia ; 17 tahun untuk SIM C dan D, 17 tahun untuk SIM A, 20 tahun untuk SIM B1, 

21 tahun untuk SIM B2. 

2. Syarat administratif meliputi : Memiliki Kartu Tanda Penduduk; Mengisi formulir 

permohonan; Rumusan sidik jari. 

3. Syarat Kesehatan sebagai berikut : Sehat  jasmani dengan surat keterangan dari 

dokter; Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis. 

4. Syarat Lulus ujian meliputi : Ujian teori; Ujian praktek dan/atau ;Ujian ketrampilan 

melalui simulator. 

 Terdapat syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Persyaratan Permohonan SIM Perseorangan, bagi setiap pengemudi kendaraan 

bermotor yang akan mengajukan permohonan yaitu : 

 Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 

bulan. 

 Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 (dua 

belas) bulan. 

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang 

Persyaratan Permohonan SIM Umum adalah 1). Persyaratan usia SIM A Umum 20 tahun, 

SIM B1 Umum 22 tahun, SIM B2 Umum 23 tahun, 2). Persyaratan Khusus meliputi lulus 

ujian teori dan lulus ujian praktik. Adapun syarat tambahan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) 

UU No. 22 Tahun 2009 tentang persyaratan Permohonan SIM Umum yaitu : 

 Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk
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 Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang-

kurangnya 12 bulan. 

 Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 Umum sekurang-

kurangnya 12 bulan. 

Mekanisme Perpanjangan SIM Satlantas Polres Kendal 

Loket 1 / 2

KEGIATAN

1. Sidik jari

2. Tanda tangan

3. Foto

4. Kembalikan SIM 

lama

Loket 4

KEGIATAN

PENGAMBILAN 

SIM BARU

Membayar biaya 

PNBP 

SIM C Rp. 75.000

SIM A, BI, BII 

Rp. 80.000

Loket BRI Loket 3

PEMOHON

KEGIATAN

1. Ambil Formulir 

(Untuk diisi)

2. Lampirkan :

- FC SIM.

- FC KTP.

- S.Kes Jasmani.

- S.Kes Rohani.

3.  Khusus SIM Au, 

BI/u & BII/u 

melampirkan 

sertifikat klinik 

mengemudi

KEGIATAN

 

Sumber Data : Satlantas Polres Kendal Tahun 2012 

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan SOP Proses pelayanan permohonan 

perpanjangan SIM A dan C : 

a. Pemohon datang ke Satpas ke Loket 1 Pendaftaran Mengisi Formulir Pendaftaran 

dengan melampirkan Foto Copy KTP yang masih berlaku 3 lembar, foto copy Sim 

yang masih berlaku 3 lembar, serta Surat Keterangan Sehat dari dokter. 

b. Selesai mengisi berkas formulir pendaftaran Pemohon menyerahkan ke loket BRI 

untuk pembayaran PNBP, untuk biaya PNBP sim C perpanjangan sebesar Rp. 

75.000,- ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ), dan untuk biaya PNBP Sim A 

Perpanjangan sebesar Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah ). 

c. Selesai membayar PNBP di loket BRI, Pemohon mendapatkan nomor antrian B untuk 

pelaksanaan Foto Sim. 

d. Pemohon mendapat panggilan ke loket 4 sesuai nomor antri  untuk melaksanakan Foto 

SIM. 

e. Selesai melaksanakan Foto, Pemohon dapat mengambil Sim diloket 5. 
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                                          Prosedur Penerbitan SKUKP 

PEMOHON

REGISTRASI

KEGIATAN

1. SERAH FORM 

DAFTAR

2. ENTRY DATA

UJI PSYCHO

DRIVING 

SIMULATOR

TIDAK LULUS

LULUS

PSYKIATER

LULUS

TIDAK LULUS

CETAK 

SKUKP/

SERAH

SERAH

SKUKP

UJI PRAKTEK

LAMPIRAN  YG 

DSERTAKAN :

1. FOTO COPY KTP ASLI 

YANG SAH & 

BERLAKU.

2. FOTO COPY SIM LAMA

PEMOHON

MENGULANG
I. SETELAH 7 HARI

II. SETELAH 14 HARI

30 HARI TIDAK IKUT 

UJI ULANG 

DINYATAKAN 

BATAL

PENDAFT

LOKET BRI

KEGIATAN

BAYAR BIAYA 

PNBP SEBESAR 

RP. 50.000,-

 

Sumber Data : Satlantas Polres Kendal Tahun 2012 

Adapun SOP proses pelayanan permohonan SKUKP sebagai berikut : 

a. Pemohon datang ke Satpas Ke Loket 1 Pendaftaran Mengisi Formulir 

Pendaftaran SKUKP melampirkan Foto Copy KTP yang masih berlaku 3 

lembar, foto copy Sim yang masih berlaku dan foto berwarna ukuran 3x4 

sebanyak 2 lembar. 

b. Menyerahkan berkas formulir pendaftaran ke Loket 1, dan Pemohon 

mendapatkan nomor antrian A untuk ujian Simulator dan ujian Psychology. 

Bila tidak lulus Mengulang ujian 7 hari kemudian. 

c. Bila lulus ujian Simulator dan Psychology, selanjutnya melaksanakan 

pembayaran PNBP di loket BRI, untuk biaya PNBP SKUKP sebesar Rp. 

50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah). 

d. Selesai membayar PNBP di loket BRI, Pemohon mengambil SKUKP di loket 3. 

Tes simulator adalah tahapan dalam pengujian SIM yang harus dilewati pemohon 

SIM baru setelah melalui tes teori yang didahului dengan tes kesehatan. Simulator 

merupakan alat peraga yang mirip dengan perangakat game di game center dan sangat 

mirip dengan motor atau mobil aslinya serta didepannya dilengkapi dengan layar. 
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Simulator motor dan mobil akan memberikan nilai setelah pemohon SIM melakukan tes 

simulator. Untuk tes simulator motor terdapat 6 poin yang diuji yaitu : 

a. Slalom merupakan tes mengemudikan motor secara zigzag. Pemohon SIM harus 

mendapatkan nilai minimal 70 agar dapat lolos tes. 

b. Tikana merupakan tes mengemudikan motor dengan membentuk formasi angka 8, 

peserta uji SIM harus mendapatkan nilai minimal 70. 

c. Reaksi merupakan tes yang bertujuan untuk melihat reaksi peserta dalam 

pengereman. Dalam tes ini peserta akan berada di jalan lurus kemudian nanti akan 

menemui cabang jalan berbentuk V dimana disitu harus mngerem ketika akan belok 

kiri atau kanan. Nilai ujian ini minimal 60. 

d. Tes balik arah dilakukan pada model jalan letter U, dimana motor tidak boleh 

menabrak kiri- kanan jalan. Nilai ujian minimal 60. 

e. Tes pada jembatan, disini peserta tidak boleh terguling ke kiri atau ke bawah karena 

motor akan terjatuh. Nilai yang harus didapatkan minimal 60. 

f. Pengereman pada minimal kecepatan 30 km/jam pada jalan lurus, kemudian nanti 

ada tanda berhenti dan harus mengerem. Poin yang harus dikumpulkan adalah 60. 

Sedangkan tes dalam simulator mobil yang dipergunakan untuk melakukan 

pengujian mendapatkan SIM B, SIM B2 umum dan SIM A umum ada 4 poin yaitu : 

a. Reaksi, melihat reaksi pemohon SIM saat melihat tanda lampu lalu lintas menyala 

hijau, kuning dan merah. 

b. Antisipasi, mobil dalam keadaan jalan setelah ada garis titik harus menggunakan 

lampu dim. 

c. Konsentrasi, lebih menitikberatkan pada kendali setri mobil dimana harus ada 

keseimbangan di kanan dan kiri. Dalam tes ini, pemohon SIM seolah-olah berada 

pada jalan yang tidak boleh bertabrakan dengan garis merah. Tabrakan kedua garis 

ini tidak boleh lebih dari 4 kali. 

d. Perpaduan ketiga poin diatas, dimana pemohon SIM harus menyalakan lampu saat 

mendahului, kendali setir, rem dan zigzag. 

Briptu Bintoro Bayu M, Min Ops (Wawancara, 02 Juli 2012) mengungkapkan : 
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” Awal bulan Maret 2012 persediaan material guna penerbitan SIM di Satlantas 

Polres Kendal habis, akibatnya penerbitan SIM A dan SIM C bagi sejumlah warga 

pemohon terpaksa mengalami pengunduran. Keterlambatan pendistribusian tersebut 

merupakan baru pertama kali terjadi di Satlantas Polres Kendal. ” 

 

Menurut Aiptu Nawangsih DA mengemukakan: 

 “ Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan penerbitan SIM di kantor 

Satlantas Polres Kendal terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 sistem Pelayanan 

SIM FIFO (First In – First Out) dengan sistem antrian digital mulai efektif 

digunakan, penerapan sistem ini adalah untuk mengurangi kelemahan – kelemahan 

yang terjadi pada saat penggunaan sistem antrian manual dan bertujuan untuk 

meningkatkan kecepatan dan transparansi dalam pelayanan penerbitan SIM yang 

lebih efektif dan efisien. Ada dua cara kerja sistem FIFO (First In – First Out) 

dengan sistem antrian digital ini, pertama, sistem antrian nomor ”A” diberikan 

kepada pemohon SIM baru, nomor antrian ini digunakan oleh pemohon SIM untuk 

melaksanakan antrian ujian, baik ujian Teori AVIS maupun ujian Praktek. Sedang 

yang kedua yaitu sistem antrian nomor ”B”, nomor antrian ini diberikan kepada 

pemohon SIM perpanjangan dan pemohon baru yang telah dinyatakan lulus ujian, 

nomor ”B” ini digunakan untuk melaksanakan antrian Foto SIM. Untuk benturan 

dengan pekerjaan lainnya di pelayanan SIM sementara bisa ditanggulangi, hanya 

saja terkadang dari pemohon SIM sering tidak sabar dalam menunggu antrian 

penginnya semua serba cepat. " 

 Dari dua cara kerja sistem ini secara ringkas untuk pemohon SIM baru harus 

mengambil nomor antrian 2 (dua) kali, yaitu pada saat pendaftaran pemohon akan 

mendapat nomor antrian ”A”, nomor antrian ini digunakan untuk melaksanakan ujian, baik 

teori AVIS maupun Praktek, setelah pemegang nomor antrian ”A” dinyatakan lulus ujian 

teori AVIS dan praktek, pemohon SIM tersebut harus kembali mengambil nomor antrian 

”B” dengan menunjukkan bukti lulus ujian untuk kemudian ikut dalam antrian foto. 

Sedangkan untuk pemohon SIM perpanjangan langsung mengambil nomor antrian ”B” 

agar dapat langsung ikut dalam antrian Foto SIM. Dengan penerapan sistem ini, 

diharapkan masyarakat pemohon SIM di Satpas Polres Kendal dapat dilayani dengan baik 

sesuai antrian kedatangan mereka, tidak saling mendahului. Siapa yang datang duluan akan 

langsung mendapatkan nomor antrian baik ”A” maupun ”B”, pemanggilan nomor antrian 

dengan mengunakan sistem digital sehingga akan urut sesuai dengan nomor antrian 
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mereka. Adapun rekapitulasi produksi SIM di Satlantas Polres Kendal bulan Januari 2012 

sebanyak 1.834 terdiri dari  SIM baru 263 pemohon, perpanjangan SIM 1.364 pemohon, 

peningkatan SIM 31 pemohon,SIM rusak 1 pemohon, SIM hilang 125 pemohon dan 

pindah masuk SIM 50 pemohon.. Sedangkan rekapitulasi produksi SIM di Satlantas Polres 

Kendal bulan Februari 2012 sebanyak 2.717 pemohon terdiri dari SIM baru 900 pemohon, 

perpanjangan SIM 1.519 pemohon, peningkatan SIM 109 pemohon, SIM rusak 1 

pemohon, sIM hilang 135 pemohon dan pindah masuk SIM 53 pemohon. Rekapitulasi 

produksi SIM di Satlantas Polres Kendal bulan Maret 2012 sebanyak 3.346 pemohon 

terdiri dari SIM baru 1.305 pemohon, perpanjangan SIM 1.738 pemohon, peningkatan SIM 

144 pemohon, SIM hilang 117 pemohon dan pindah masuk SIM 42 pemohon. Rekapitulasi 

produksi SIM di Satlantas Polres Kendal bulan April 2012 sebanyak 3.110 pemohon terdiri 

dari SIM baru 987 pemohon, perpanjangan SIM 1.823 pemohon, peningkatan SIM 126 

pemohon, SIM hilang 80 pemohon dan pindah masuk 94 pemohon. Sedangkan rekapitulasi 

produksi SIM di Satlantas Polres Kendal bulan Mei 2012 sebanyak 3.402 pemohon, terdiri 

dari SIM baru 1.234 pemohon, perpanjangan SIM 1.853 pemohon peningkatan SIM 136 

pemohon, SIM rusak 1 pemohon, SIM hilang 95 pemohon dan pindah masuk 83 pemohon. 

Sedangkan rekapitulasi produksi SIM di Satlantas Polres Kendal bulan Juni 2012 sebanyak 

3.085 pemohon, terdiri dari SIM baru 1.120 pemohon, perpanjangan SIM 1.703 pemohon, 

peningkatan SIM 105 pemohon, SIM hilang 100 pemohon dan pindah masuk SIM 57 

pemohon. Rekapitulasi produksi bulan Juli 2012 di Satlantas Polres Kendal sebanyak 

3.452 pemohon, terdiri dari SIM baru 1.225 pemohon, perpanjangan SIM 1.956 pemohon, 

peningkatan SIM 117 pemohon, SIM hilang 91 pemohon dan pindah masuk SIM 63 

pemohon.  Rekapitulasi produksi SIM di Satlantas Polres Kendal bulan Agustus 2012 

sebanyak 3.731 pemohon, terdiri dari SIM baru 1.436 pemohon, perpanjangan SIM 1.993 

pemohon, peningkatan SIM 92 pemohon, SIM hilang 136 pemohon dan pindah masuk 

SIM 74 pemohon. Sedangkan rekapitulasi produksi SIM di Satlantas Polres Kendal bulan 

September 2012 sebanyak 2.992 pemohon yang terdiri dari SIM baru 1.083 pemohon, 

perpanjangan SIM 1.620 pemohon, peningkatan SIM 128 pemohon, SIM rusak 1 

pemohon, SIM hilang 122 pemohon dan pindah masuk SIM 38 pemohon.Di kemukakan 

oleh Brigadir Yohanes Novik, SH. AVIS (Wawancara, 30 Juli 2012) sebagai berikut : 
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”  Di Satlantas Polres Kendal pemohon SIM wajib mengikuti ujian teori dan ujian 

praktek (baik ujian praktek untuk pengemudi SIM C maupun ujian praktek 

Simulator). Bagi pemohon SIM yang tidak lulus dalam prosedur pengajuan SIM 

baik ujian teori dan ujian praktik, pemohon diberi kesempatan untuk mengulang 

ujian tersebut maksimal 3 kali dan apabila dalam kesempatan mengulang sampai 3 

kali belum juga lulus kami berusaha untuk memandu agar dapat lulus. Namun jika 

sudah dipandu tetap tidak lulus terpaksa harus mengulang sampai maksimal. “ 

 Dalam memperoleh SIM pemohon harus diperiksa dulu kesehatannya dan diuji oleh 

dokter. Selama proses pemeriksaan kesehatan, penguji/pemeriksaan akan melihat kondisi 

kesehatan pemohon SIM baik itu dari kesehatan gigi, mata maupun darah serta kondisi 

fisiknya termasuk tangan dan kaki. Khusus untuk pemohon SIM golongan B dan umum 

akan diuji psikologinya. Setelah dinyatakan lulus, si pemohon lalu diperbolehkan 

mengikuti ujian teori dan ini untuk semua golongan SIM baru. Dalam ujian itu, calon 

pemohon SIM akan diuji ilmu pengetahuannya tentang rambu-rambu-rambu lalu lintas. 

Bila dinyatakan lulus oleh penguji pemohon SIM diperbolehkan mengikuti ujian praktik. 

Dalam uji praktik ini penguji  akan melihat dan menilai sejauh mana ketrampilan dan 

kemahiran si pemohon dalam menguasai kendaraan bermotornya, setelah lulus khusus 

untuk pemohon SIM B dan umum, akan diuji kembali ketrampilannya diruangan Klinik 

pengemudi dan kemudian barulah berkas SIM pemohon akan digiring ke loket pembelian 

blanko Bank. Selanjutnya menunggu untuk difoto dan bila tidak ada hambatan SIM 

pemohon itupun akan langsung selesai. Loket Ujian Teori AVIS sebagai acuan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan ujian teori dengan 

menggunakan sistem AVIS (Audio Visual Integrated System).  

 Meskipun terjadi sedikit hambatan Satlantas Polres Kendal tetap memberikan 

layanan kepada masyarakat. Karena belum bisa diproses lanjut Satlantas Polres Kendal 

memberi kompensasi bagi pemohon untuk tidak membayar biaya pembuatan SIM di Bank 

terlebih dahulu, pembayaran bisa dilakukan saat akan diambil fotonya. Satlantas Polres 

Kendal juga memberikan dispensasi kepada pemohon SIM yang telah lulus test serta sudah 

membayar uang administrasi yaitu dengan pemberian surat sebagai pengganti SIM 
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sementara kepada calon pemegang SIM sehingga yang bersangkutan tidak dikenai sanksi 

tilang. Kantor Satlantas Polres  Kendal merupakan salah satu organisasi yang bergerak 

dalam bidang jasa, dimana kunci keberhasilannya terletak pada pelayanan yang diberikan. 

Besarnya jumlah masyarakat Kendal yang menggunakan jasa pelayanan pembuatan SIM 

haruslah diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang ada. Sistem pelayanan 

SIM FIFO (First in-First out) mengurangi kelemahan yang terjadi pada saat penggunaan 

system antrian manual serta Audio Visual Integrated System (AVIS) merupakan inovasi 

yang dilaksanakan oleh Kantor Satlantas Polres Kendal pada pelayanan pembuatan Surat 

Ijin Mengemudi. Setelah AVIS diterapkan, pelayanan pembuatan SIM di Polres Kendal 

mengalami beberapa perubahan misalnya proses pembuatan SIM menjadi lebih cepat, 

transparan dan akuntabel. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa kesederhanaan berupa 

prosedur yang mudah, cepat dan tepat ternyata sudah mampu dijalankan dengan baik 

sesuai aturan yang berlaku. Ketepatan waktu dalam pengajuan SIM ini telah berjalan 

sesuai aturan, sesuai dengan banyaknya antrian masyarakat yang akan membuat SIM. 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian maka  peneliti mengambil beberapa kesimpulan 

dan saran yang sesuai dengan kajian judul penelitian “ Analisa Pelayanan 

Peningkatan Kualitas Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (Studi Kasus Di Kantor 

Satuan Lalu Lintas Polres Kendal )” yaitu sebagai berikut : 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelayanan penerbitan SIM di 

Satlantas Polres Kendal sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, bahkan 

secara keseluruhan sudah dapat dikategorikan pelayanan prima. 

 Terdapat faktor pendukung dan penghambat di dalam pelayanan penerbitan 

SIM. Faktor pendukungnya adalah pemahaman pegawai terhadap komputer serta 

dukungan dari pemerintah dan masyarakat.     (proses penerbitan SIM menjadi 

lebih cepat, transparan dan akuntabel), Sumber daya manusia yang memadai 

dengan sering mengikuti pelatihan / kursus yang berhubungan dengan 
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bidangnya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterlambatan stock kartu 

dan fasilitas pendukung yaitu tempat duduk yang masih kurang. 

2. Saran 

 Dalam memberikan pelayanan penerbitan SIM di kantor Satlantas Polres 

Kendal, maka diperlukan upaya peningkatan pelayanan yang sudah berjalan 

sesuai prosedur. 

 Melakukan perbaikan yang berkelanjutan yaitu bahwa pelayanan yang diberikan 

ditingkatkan dan diperbaiki agar sesuai dengan harapan pemohon. 

 Pelayanan harus tangibles (berwujud), yaitu fasilitas fisik dalam hal ini perlunya 

ditambah tempat duduk supaya cukup memenuhi pemohon SIM. 
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